KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16
AKUNTANSI EKUITAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas

akuntansi/entitas pelaporan.

DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan
Akuntansi dengan pengertian:

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS

4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

5. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan
Perubahan Ekuitas.

6. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan
akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya,
dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan

pengakuan kewajiban.

TANGGAL EFEKTIF

7. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun Anggaran 2022.
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